






























PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

 TENTANG  

 

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  

DELI SERDANG BERSERI 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan 

masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk 

mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi 

kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah 

membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di 

Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat 

umum, memiliki peranan yang sangat strategis, terutama dalam 

mengembangkan alam demokrasi bernegara. Penyiaran telah menjadi salah 

satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia 

bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan 

landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak 

memadai.  

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam 

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan 

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga 

ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga 

Penyiaran yang berbentuk badan hukum.  

Lembaga Penyiaran Publik Lokal didirikan Pemerintah Daerah atas 

persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik 

lokal di Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan 

peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Deli Serdang disesuaikan 

dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

 Cukup Jelas 

 



Pasal 2 

 Cukup Jelas 

Pasal 3 

 Ayat (1)  

 Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan 

tidak dipengaruhi oleh pihak lain.  

 Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada 

kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.  

Ayat (2)  

Cukup Jelas 

Ayat (3)  

Cukup Jelas 

Pasal 4 

 Cukup Jelas 

Pasal 5 

 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup Jelas 

Pasal 7 

 Cukup Jelas 

Pasal 8 

 Cukup Jelas 

Pasal 9 

 Cukup Jelas 

Pasal 10 

 Cukup Jelas 

Pasal 11 

 Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

 Cukup Jelas 

Pasal 14 

 Cukup Jelas 

Pasal 15 

 Cukup Jelas 

Pasal 16 

 Cukup Jelas 

 



Pasal 17 

 Cukup Jelas 

Pasal 18 

 Cukup Jelas 

Pasal 19 

 Cukup Jelas 

Pasal 20 

 Cukup Jelas 

Pasal 21 

 Cukup Jelas 

Pasal 22 

 Cukup Jelas 

Pasal 23 

 Cukup Jelas 

Pasal 24 

 Cukup Jelas 

Pasal 25 

 Cukup Jelas 

Pasal 26 

 Cukup Jelas 

Pasal 27 

 Cukup Jelas 

Pasal 28 

 Cukup Jelas 

Pasal 29 

 Cukup Jelas 

Pasal 30 

 Cukup Jelas 

Pasal 31 

 Cukup Jelas 

Pasal 32 

 Cukup Jelas 

 

 

 

 


